PMPTSP LANGKAT BERTEKAD PERKUAT PELAYANAN
PUBLIK MELALUI INI

Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Langkat (ANTARA) - Dalam rangka memperkuat pelayanan publik yang lebih
baik di Kabupaten Langkat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Langkat menggelar Forum Konsultasi Publik tentang
Standar Pelayanan, kata Kadis Kominfo Langkat Wahyudiarto, di Stabat, Jumat.
Bertindak selaku narasumber langsung Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy dimana forum
ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang standar pelayanan publik
serta mendorong percepatan pelayanan yang lebih mudah dan efisien.

Faisal Hasrimy menegaskan komitmennya untuk terus melakukan terobosan
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Langkat, khususnya dalam
bidang perizinan. "Pelayanan publik yang akuntabel, efektif, efisien, transparan, cepat,
dan mudah adalah prioritas utama kami. Kami berupaya memastikan setiap proses
perizinan berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik," ujarnya.

Faisal juga menambahkan bahwa Kabupaten Langkat perlu terus melakukan
pembenahan dengan mencontoh praktek terbaik dari daerah lain agar tidak tertinggal
dalam hal pelayanan publik. "Kita harus terus belajar dari daerah-daerah yang sudah lebih
maju dalam pelayanan publik, agar Langkat bisa memberikan yang terbaik bagi
masyarakat," harapnya.
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Sementara itu Kepala Ombidsman Rl Sumatera Utara James Marihat Panggabean
pada kesempatan itu menekankan pentingnya peningkatan digitalisasi dalam pelayanan
publik di Langkat. "Digitalisasi akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta
membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga terhindar dari
maladministrasi,” katanya. Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Langkat Edi Suratman
dalam sambutannya menjelaskan bahwa forum ini diadakan untuk meningkatkan
pemahaman peserta tentang standar pelayanan publik, khususnya dalam mempermudah
proses pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Kami berharap kegiatan ini dapat mempercepat penyediaan layanan yang lebih

baik bagi masyarakat, khususnya terkait perizinan usaha,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. https://sumut.antaranews.com/berita/589091/pmptsp-langkat-bertekad-perkuat-
pelayanan-publik-melalui-ini, Jumat, 13 September 2024.

2. https://www.rri.co.id/daerah/975453/pmptsp-langkat-gelar-forum-konsultasi-standar-
pelayanan, Senin, 16 September 2024.

Catatan:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pasal 1

Angka 1 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.

Angka 2 Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara
adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga
independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk
kegiatan pelayanan publik.

Angka 7 Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Pasal 3
Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah:
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a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab,
kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan publik;

b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan
asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;

c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan

perundang-undangan; dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Peraturan

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanan Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pasal 1
Angka 9.

Angka 10.

Angka 11.

Pasal 11

Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan pengelolaan dalam
pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol
oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat,
dan mengurangi biaya.

Pelayanan Berjenjang adalah penyelenggaraan pelayanan yang
dilaksanakan secara bertingkat dengan menyediakan Kkelas-kelas
pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk
memberikan pilihan kepada masyarakat pengguna pelayanan dengan tetap
memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Satuan Kerja Penyelenggara adalah unit kerja yang bertugas
menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan
pengguna layanan.

(1) Penyelenggara dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu.

(2) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota, dan/atau kecamatan.

Pasal 12

Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan:

a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
b. mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;

c. memperpendek proses pelayanan;
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d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan
terjangkau; dan

e. memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh
pelayanan.

Pasal 13

Sistem pelayanan terpadu dilaksanakan dengan prinsip:
a. keterpaduan;

-~ o o0 o

ekonomis;

koordinasi;

pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
akuntabilitas; dan

aksesibilitas.

3. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik.

Pasal 1
Angka 1.

Angka 2.

Angka 3.

Angka 9.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan
Publik.

Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah
pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga,
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat
sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan,
kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi
atau pemerintah daerah kabupatenlkota yang mempunyai tugas dan fungsi
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang
menjadi kewenangan daerah.
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Pasal 2
Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk:
a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan,

jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan

b. meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Pasal 1
(1) Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar

Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan.

(2) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh

pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik.

Lampiran BAB | Huruf B
Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan
memperhatikan prinsip:

1.

Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah
dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi
masyarakat maupun penyelenggara.

Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan
pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar
komitmen atau hasil kesepakatan.

Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan
dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai
upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.

Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh
masyarakat.

Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan
dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi
geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
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5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan

Publik.
Pasal 1
Angka 1.

Angka 2.

Angka 6.

Angka 7.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah
pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian,
lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu)
tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan,
kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi
Penyelenggara di MPP.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi
atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang
menjadi kewenangan daerah.

Pasal 17 ayat (1)

Standar dan mekanisme penyelenggaraan MPP paling sedikit meliputi:

a. penempatan Pelaksana yang merupakan perwakilan Organisasi Penyelenggara pada
MPP dan dikoordinasikan dengan Penyelenggara MPP;

b. pengaturan kehadiran Pelaksana pada MPP diatur berdasarkan penjadwalan atau
undangan yang ditetapkan oleh Penyelenggara MPP;

C. penataan proses bisnis dan digitalisasi diantara Gerai Pelayanan di MPP; dan

d. peningkatan kompetensi Pelaksana untuk menjamin kualitas pelayanan di MPP.
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